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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan yang terdiri 

dari 34 provinsi, 98 Kota, 416 kabupaten dan 7024 daerah setingkat kecamatan atau 

81.626 setingkat desa. Dalam menjalankan fungsi otonomi, baik pemerintah kabupaten, 

kecamatan, ataupun desa memiliki tanggungjawab untuk mengatur dan mengembangkan 

daerahnya berdasarkan potensi yang dimiliki serta dukungan dari pemerintah pusat. 

Khususnya desa, dengan jumlah yang tak kurang dari 81.626 tersebut tentu memiliki 

potensi dalam membantu perekonomian negara bila dimaksimalkan dan dibantu oleh 

pemerintah pusat. 

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai 

pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisifasi, otonomi asli, demokratisasi, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Menurut pengertian Undang-Undang No. 06 th. 2014 tentang Desa bahwa desa dan 

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (BAB 1 Ketentuan Umum, Undang-

Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa).  

Dalam menjalankan pemerintahan desa maka diperlukan pengaturan desa yang 

bertujuan untuk memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI, memperjelas tugas, peran 



dan fungsi Desa, khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan 

memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. Dari pengaturan tersebut terdapat Asas 

Pengaturan Desa yang terdiri dari 13 poin, yaitu:  

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul 

2. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip 

saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa 

dalam membangun Desa 

3. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan 

keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa  

4. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang 

berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun 

Desa  

6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu 

kesatuan keluarga besar masyarakat Desa 7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan 

berbagai pihak yang berkepentingan 

8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem 

pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan 

masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin 



 9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan 

masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya dengan kemampuan sendiri 

10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.  

11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.  

12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 

Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, 

dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program 

pembangunan Desa. 

Dalam menjalankan pemerintahannya terdapat pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan pemerintah desa terdiri dari Unsur pimpinan 

yaitu kepala desa, unsur pembantu desa terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, unsur 

pelaksanaan teknis,maupun unsur kewilayahan. Disamping itu dalam pelaksanaannya 

pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa dalam 

rangka menjalankan program yang ditentukan dengan prinsip akuntabilitas. Dana yang 

dikelola merupakan dana perimbangan keuangan pusat, dan daerah yang diterima 

kabupaten bagian keuangan desa dari Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dalam 

rangka penyelenggaraan rumah tangga desa. 

Berdasarkan pasal 72 ayat 1 (b)  Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa 

dijelaskan bahwa salah satu pendapatan desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara. Dalam merealisasikan regulasi tersebut pemerintah Indonesia 

membuat sebuah program bernama Satu Desa Satu Miliar yang bertujuan mewujudkan 



cita-cita Indonesia dalam hal pemerataan pembangunan terkhusus pembangunan desa, 

sumber pendanaan program tersebut bersumber dari Dana Desa (DD).  program Satu Desa 

Satu Miliar yang telah dimulai sejak awal tahun 2015.  

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa (DD) dengan 

anggaran yang cukup besar. Pada tiga periode terakhir yakni sejak tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2017 dana alokasi untuk program Satu Desa Satu Miliar tersebut selalu 

meningkat secara bertahap. Sejak tahun 2015 Dana Desa sebesar Rp20,7 triliun dengan 

rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp280 juta. Sedangkan pada tahun 

selanjutnya yiatu tahun 2016, Dana Desa mengalami peningkatan alokasi anggaran 

menjadi Rp46,98 triliun dan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp628 

juta dan diawal tahun di tahun 2017 alokasi anggaran Dana Desa kembali meningkat 

menjadi Rp 60 Triliun, rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. 

Dari data yang didapatkan berdasarkan buku pedoman dana desa bahwa hasil 

pencapaian program Satu Desa Satu Miliar dengan telah terbangunnya sarana fisik yaitu 

95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 

2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes, 19.485 unit sumur, 

3.106 pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit Posyandu, dan 1.338 unit 

embung dalam periode 2015-2016. Tidak hanya sarana fisik, Program Satu Desa Satu 

Miliar juga diprioritaskan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dengan pelatihan 

dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha agraria seperti peternakan dan 

perikanan, dan pengembangan wisata desa melalui BUMDes (badan usaha milik desa). 

Beberapa faktor yang menentukan kesejahteraan masyarakat dalam membangun desa 

adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antar pemerintah desa 

dengan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak 

mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif 



dari masyarakat, dengan demikian dapat tercapai pemerataan perekonomian dan 

memberantas kesenjangan ekonomi dengan masyarakat perkotaan. Hasil evaluasi 

penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir  menunjukkan bahwa Dana Desa 

menurunkan rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di 

tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 

menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 

14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017.  

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah 

diterbitkan dalam rangka mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan pembangunan 

desa agar dapat berjalan sebagaimana amanat undang-undang desa. Regulasi tersebut 

tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri 

terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan 

pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa 

tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam 

penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Untuk itu, 

pemerintah merancang Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang memiliki muatan 

penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, 

pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda 

kabupaten/kota, dan desa. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya 

dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan 

desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan 

dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. 



Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan 

yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk 

mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN 

yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan 

ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian 

anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. 

Sumber Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa 

(DD) yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil PDRD Kab/kota, Alokasi Dana Desa 

(ADD) dari Kab/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, hibah 

dan sumbangan pihak ke-3, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Dalam penelitian ini penilis berfokus kepada Dana Desa (DD) sebagai sumber utama 

alokasi dana program Satu Desa Satu Miliar yang berasal dari dana APBN dan 

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan 

untuk : pelaksanaan pembangunan, dan  pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa 

dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. 

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 

Pembagian anggaran pada program Satu Desa Satu Miliar memiliki klasifikasi yang 

menjelaskan program apa saja program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

Untuk mengetahui klasifikasi tersebut dapat dilihat dari pedoman Buku Pintar Dana Desa 

Tahun 2017, pada halaman 57 menjelaskan klasifikasi  yang terdiri dari : 

- Penyelenggaraan pemerintah desa (pembayaran insentif pemerintah desa dimasukan 

dalam pembiayaan ADD) 

- Pelaksanaan pembangunan desa 



- Pembinaan kemasyarakatan desa 

- Pemberdayaan masyarakat desa 

- Belanja tak terduga. 

Dari pembagian klasifikasi tersebut dapat diketahui program-program tersebut 

memiliki berbagai tujuan, tujuan pemanfaatan DD atau program Satu Desa Satu Miliar 

antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, 

memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa , serta 

memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan sesuai dengan Landasan 

Hukum yaitu UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu aspek penting dalam 

pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. 

Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya 

penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota 

sesuai dengan kewenangannya. 

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian 

penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana 

desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 

112/PMK.07/2017. 

Dalam menjalankan pemerintahan desa maka diperlukan pengaturan desa yang 

bertujuan untuk memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI, memperjelas tugas, peran 

dan fungsi Desa, khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan 

memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. pengaturan tentang desa diperlukan antara 

lain untuk: memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, melestarikan dan 



memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan 

partisipasi masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa, 

memajukan perekonomian masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai 

subjek pembangunan. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

merupakan visi, dan misi yang berfungsi sebagai pedoman kementerian/lembaga dalam 

menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. 

RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan normal. Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan dalam RPJMN 2015-

2019 untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019), 

mengurangi  desa  tertinggal  sampai  5.000  desa atau meningkatkan desa mandiri 

sedikitnya 2.000 desa. 

Dalam pelaksanaannya tentu perangkat desa bertanggung jawab kepada pusat agar 

dana desa dapat terserap dengan baik sesuai dengan sasaran. Selain itu pengawasan 

pemerintah pusat kepada perangkat desa pun dilaksanakan melalui badan pengawas 

keuangan agar menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun 

patologi birokrasi lainnya. Berdasarkan  pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 06 Tahun  

2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan 

berdasarkan atas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum,  

keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Dilain 

sisi pada pada pasal 77 ayat 22 Undang-Undang No. 06 Tahun  2014 tentang Desa 

dijelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan 

pendapatan desa. 



Berdasarkan program Satu Desa Satu Miliar merupakan program pemerintahan desa 

yang terangkum dalam program dana desa. Program dana desa telah dimulai sejak tahun 

2015. Pada tahun 2017 alokasi anggaran program Satu Desa Satu Miliar bersumber dari 

Dana Desa (DD) sebesar Rp. 60 T yang akan dialokasikan kepada 74.910 desa, Desa 

Talang Balai Lama merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Ogan Ilir yang mendapatkan bantuan dana desa Satu Desa Satu Miliar. Pemerintah desa 

Talang Balai Lama telah memaksimalkan dana sesuai ketentuan UU no 6 tahun 2017. 

Akan tetapi terdapat ketidak sesuaian pertanggungjawaban program Satu Desa Satu Miliar 

tahun 2017 yakni pada laporan penggunaan dana APBN tahap I desa Talang Balai Lama 

terletak pada kaidah dan syarat-syarat administrasi pembuatan laporan pertanggung 

jawaban program seperti tidak tersedianya cap resmi pemerintah desa, tanda tangan 

aparatur desa yang bersangkutan dengan program, dan materai dan syarat-syarat lain untuk 

mendukung laporan tersebut menjadi akuntabel. Selain itu bila diteliti maka jumlah total 

APBDes yang menjabarkan program satu desa satu milyar sebesar Rp. 790.900.000,- dan 

sedangkan jumlah anggaran yang dialokasikan berdasarkan judul laporan hanya sebesar 

Rp. 788.001.000,- sehingga selisih jumlah dana sebesar Rp. 2.899.000,-. Selain tabel 

diatas, berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam laporan Penggunaan Anggaran Dana 

APBN tahap 1, terdapat beberapa kwitansi pembayaran yang tidak disertakan tanda tangan 

penerima dana.Untuk melihat alokasi anggaran dana desa satu miliar tersebut, berikut 

disajikan tabel APBDes Talang Balai Lama tahun anggaran 2017 di tabel 1.1 : 

Tabel 1.1 Penggunaan Anggaran Dana Desa Talang Balai Lama tahun Anggaran 

2017 

NO KEGUNAAN JUMLAH 

1 Belanja Modal 

- Meja 

- Kursi 

- Billing Kabinet 

 

Rp. 1.003.500,- 

Rp.557.500,- 



Rp.1.338.000,- 

2 Pengaspalan jalan 1.272x2x0,05m Rp. 596.080.500,- 

3 Kegiatan Pembangunan WC 6 unit Rp. 58.299.750,- 

4 Kegiatan Sosial 

- Kegiatan Posyandu 

- Insentif guru ngaji 

 

Rp. 3.000.000,- 

Rp. 6.000.000,- 

5 Pemberdayaan masyarakat 

- Pengiriman peserta bimbingan Teknis 

Aparatur Pemerintahan Desa 

- Pengiriman peserta bimbingan teknis 

bendahara dan operator desa 

- Pengiriman peserta bimbingan PTPKD 

- Pengiriman peserta bimbingan ternis 

kewirausahaan 

- Pengiriman peserta bimbingan teknis 

kepemudaan 

- Pengiriman peserta bimbingan teknis KPMD 

- Bimbingan teknis pemberdayaan 

perempuan/PKK 

 

Rp. 10.000.000,-  

 

Rp. 4.000.000,- 

 

Rp. 8.000.000,- 

Rp. 10.000.000,- 

 

Rp. 6.000.000,- 

 

Rp. 4.000.000,- 

Rp. 8.100.000,- 

 

6 Penyertaan modal desa/BUMDesa Rp. 74.520.750,- 

JUMLAH (Rp) Rp. 790.900.000,- 

Sumber : Diolah penulis dari Laporan APBDes Desa Talai Balai Lama2017 

Dalam penerapan sebuah program tentu memiliki kelemahan dalam 

menjalankannya. pada program Satu Desa Satu Miliar tentu memiliki kelemahan pada 

pelaksanaan dilapangan, terlebih bahwa program ini baru diterapkan pemerintah sejak 

tahun 2015. Untuk membuktikan laporan yang tidak memenuhi syarat administrasi 

tersebut telah dilampirkan gambar kwitansi pembayaran yang tidak memiliki cap resmi 

pemerintah desa dan tanda tangan yang dibubuhkan untuk menjelaskan apakah transaksi 



tersebut memang telah terlaksana atau tidak. Berikut contoh foto-foto laporan 

pertanggungjawaban yang tidak memenuhi syarat administrasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kwitansi/ Bukti Pembayaran  

sumber : Laporan Penggunaan Dana APBN Tahap 1 Desa Talang Balai Lama Kecamatan 

Tanjung Raja.  

Adapun motivasi  penelitian ini disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan 

yang telah dipaparkan diatas yakni belum sesuainya penyajian laporan pengelolaan 

anggaran program Satu Desa Satu Miliar desa Talang Balai Lama sehingga 

pertanggungjawaban program tersebut belum berimbang. Dengan penelitian ini 

diharapkan menjadi bahan evalusi bagi pengelola program khususnya pemerintah desa 

Talang Balai Lama dalam memaksimalkan pertanggungjawaban program Satu Desa Satu 

Miliar baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat desa yang berada 

dibawahnya. 

 

 



1.1 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah akuntabilitas anggaran terahadap pelaksanaan kegiatan program Satu 

Desa Satu Miliar Di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan 

Ilir Tahun 2017? 

 

1.2 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan anggaran program Satu Desa Satu Miliar 

oleh perangkat desa Di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan ilmu 

Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan keuangan negara khususnya 

mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran  keuangan desa melalui program 

Satu Desa Satu Miliar oleh perangkat desa Di Desa Talang Balai Lama Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberi kontribusi/ sumbangan pemikiran bagi 

pihak pemerintah desa Talang Balai Lama khususnya pada perangkat desa dan masyarakat 

desa Talang Balai Lama serta stackholder yang berkepentingan dalam upaya peningkatan 

kinerja agar akuntabilitas keuangan dana anggaran dalam program Satu Desa Satu Miliar 

oleh perangkat desa Di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten 

Ogan Ilir dimasa mendatang dapat dilaksanakan dengan lebih bertanggungjawab utuk 

digunakan dengan efektif dan efisien. 
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